GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANC

RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Memmbang - a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Papua Barat telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah  Nomor 4 Tahun 2008 dan  diundangkan dalam
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Satuan
Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3
Provinsi Papua Barat untuk mencapai daya guna dan hasilguna
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat, maka periu ditetapkan rincian tugas dan iata kerja

i Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b,
maka periu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Baral;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Gtonom
di Propinsi lrian Barat {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1889 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 28073,

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik indonesiaTahun 1898
Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara

Nomor 38801
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4151}, sebagaimana felah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4884},

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 {entang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {eniang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4844}

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4583},

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
{ embaran Negara Republik indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4741},

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Parangkat Daerah;

Peraturan Daerah Provinst Papua Barat Nomor 4 Tahun 2{_}03
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Papua Barat



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA
KERJA DINAS KOPERAS! DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ©

Provinst adalah Provinst Papua Barat;

Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Provinst Papua Barat;

Gubernur adalah Gubernur Papua Barat;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinst Papua Barat.

Rincian tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit

tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas

kewenangan jabatan yang dimilikinya.

Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi

tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka

penyelesaian setiap pekerjaan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat.

g Satuan Kena adalah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah
Provins: Papua Barat.

4 Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
tugas tertentu Perangkat Daerah.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan
pada keahhan dan atau keterampilan, yang diperiukan dalam pelaksanaan tugas
unit kerja;

11 UPTD adalah Unsur pelaksana tugas ‘eknis pada Dinas yang melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai witayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
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BAB i
RINCIAN TUGAS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL D_&N MENENGAH
Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASH
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b Sekretanat

c. Bidang Kelembagaan Koperasi,

¢ Bidang Bina Usaha Koperasi

e Bidang Usaha Mikro. Kecil dan Menengah:
f Bidang Fasiitast dan Simpan Pinjam;

g. Kelompok Jabatan Fungsionall

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).



Paragraf 1
KEPALA DINAS

Pasal 3

{1} Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian
tugas sebagat benkut .

a.

b.
C.

(Q"““(D

.

.

O.

Menyusun Rencana Stratejik Dinas Koperasi dan Usaha Mikr, Kecil dan
Menegah;

menelapkan rencana dan program kerja;

menyelenggarakan koordinast penetapan kebiiakan teknis penyelenggaraan
pemeriniahan dan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecit dan
menengah;

mengkoordinasikan kegiatan di bidang koperast dan usaha mikro, kecil dan
menengah dengan mstansilembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan
perseps: agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas,

mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,
mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang felah

ditetapkan;

membina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam
melaksanakan tugas,

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan
karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

melaksanakan pembinaan umum di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kondisi obyektif daerah
untuk meningkatkan kemajuan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah; _

memeriksa, memperbaiki dan menandatangan, menetapkan suraf-surat
faporan, izin, rekomendasi dan naskah dinas lainnya yang diproses oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawabnya,

mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dan sidang DPRD
Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai
perkembangan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah;

mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Papua Barat yang
menyangkut kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah sesuai dengan permasalahan untuk mendagat keputusan,

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Barat secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Dinas Koperasi. dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, membawahkan |

Qoo Q0o

Sekretarnat,

Bidang Kelembagaan;

Bidang Bina Usaha Koperasi;

Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah:
Bidang Bina Fasilitasi dan Simpan Pinjam;
Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD}).

ak



Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasai 4

{1} Sekretanial mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan
nembinaan ketatausahaan umum, kepegawaian, Keuangan, membagi tugas,
memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa,
memantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sekretariat
mempunyai nncian tugas sebagai berikut

a.
b.

C.

Q

K.

I

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan
Sekretariat agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai
dengan bidang tugasnya;

membern petunjuk dan arahan kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan
Sekretariat ;

. mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai

bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian
BP3;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan
penyusunan rencana dan program, Keuangan, kepegawaian dan umum untuk
diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Mikro, Kecil dan Menengah;
memeriksa dan memberi catatan pada naska dinas masuk dan memberi paraf
pengaman atas naska dinas keluar sesual dengan permasalahannya dan
prosedur yang telah ditetakan;

melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecit dan Menengah agar pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan dapat befalan dengan baik dan lancar;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja,
perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum sebagai bahan masukan
dalam penyusunan rencana dan program selanjutnya;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{3} Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, membawahkan :

a.
b.
o8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Perencanaan

s %



Paragraf 3
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 5

{1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi menyusun langkah-
iang&ah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi
hasil kerja bawahan dan melakukan koordinasi, mengarahkan surat masuk dan
keluar, menyusun jadwal protokoler, membuat telaahan staf, melaksanakan
pengadaan dan pemeliharaan barang, mengatur kelancaran tugas operasional,

melaksanakan urusan kepegawaian serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada Sekretaris berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{2y Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya;

c. memeriksa dan mengorekst hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk dan kriteria yang teiah
ditetapkan;

d. mengevaluas: hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

e. mengarahkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan permasalahannya;

f mengonsep surat dan naskah lainnya yang berhubungan dengan urusan umum
sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan;

g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

h. menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti rapat dinas,
kunjungan tamu dan mengkonsultasikan dengan Sekretaris untuk mendapat
persetujuan;

i melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang kebutuhan dinas sesuai
dengan data dan peraturan perundang-undangan yang beriaku untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan:

i. melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan peundang
undangan yang berlaku,

k. memfasilitasi operasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinsi Papua Barat sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

| melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban; -

m melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan

~

Paragraf 4
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasail 6

{1} Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi menyusun ¥angx§h-¥a‘ngkah kegiatan,
membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengeya%ugsg kerja bawahan dan
mengonsep surat, mengeiola anggaran. melakukan verifikasi anggaran, memantay,
membuat telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Sekretaris berdasarkan ketentuan yang berlaku.

69}’



{£} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub Bagian

Keuangan mempunyai nncian tugas sebagai berikut -

a. menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
program Sekretarnat yang telah dilelapkan sebagai pedoman keria;

b. membag tugas dan memberi pelunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub
B4gian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;

¢c. memernksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;

d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sebagai
bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian
DP3:;

e. melakukan koordinasi dengan unit-unit kena di lingkungan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

f. mencermati dokumen permintaan pembayaran sesual dengan kebufuhan
berdasarkan dokumen anggaran yang tersedia untuk diajukan kepada atasan;

g. melaksanakan verifikasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah sesuai ketentuan yang berlaku;

h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

i mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan
pengelolaan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
untuk digjukan kepada atasan;

;. memantau pelaksanaan pengelolaan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan alokasi dana dan ketentuan yang
beriaku;

k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan dokumen
penggunaan keuangan Dinas secara tertib, lengkap dan transparan untuk
menjamin sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel;

{.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. {

Paragraf 5
SUB BAGIAN PERENCANAAN
Pasal 7

{1} Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi menyusun langkah-langkah kegiatan,
membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan
mengonsep surat, melakukan perencanaan , memantay, membuat telaahan staf
serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretalis berdasarkan pedoman
dan ketentuan yang beriaku.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan
program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kgr}a}:

b membags tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub
Bagian Perencanaan sesuai bidang tugasnya . ‘

c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di fingkungan Sub Bagian
Perencanaan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;

d mengevaluasi hasit kerja bawahan di lingkungan Sub B_agian Perencanaan_
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memben

penilaian DP3;

. 3



fanal

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan Sub
Bagian Perencanaan untuk diajukan kepada atasan;

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

membuat laporan hasil evaluasi terhadap program kegiatan yang telah
dilaksanakan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASIH

Pasai 8

{1} Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi menyusun rencana dan program

kerja. mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional

*

memaniau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Kelembagaan Koperasi serta
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kelembagaan Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

2.

8]
C

d.

I

Menyusun rencana stratejik bidang Kelembagaan Koperasi;

menyusun rencana dan program kerja;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang
Kelembagaan Koperasi;

member petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kelembagaan
Koperasi sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
membert penilaian DP3;

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Kelembagaan Koperasi
dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
dMenengah;

melakukan pembinaan {eknis operasional kepada Kepala Seksi di Bidang
Kelembagaan Koperasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan dan program kerna Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah; -

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasah sesuai bidang tugasnya;
memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan
Kopgrast sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikelola
di lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi untuk digjukan kepada atasan;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi da}n Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{3} Bidang Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
membawahkan:
a. Seksi Pendaftaran dan Pembubaran;
b. Seksi Pembinaan dan pengawasan.
¢ Seksi Verifikasi dan Akuntabilitas




Paragraf7
SEKS! PENDAFTARAN DAN PEMBUBARAN
Pasal g
{11 Sekst Pendaftaran dan Pembubaran mempunyai fungsi menganalisis dan

melaksanakan pembmaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kKegiatan pendaftaran dan pembubaran.

o,
W)
B

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pendaftaran dan Pembubaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kera;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pembinaan Seksi Pendaftaran dan Pembubaran;

. melaksanakan kegiatan pembinaan pendaftaran dan pembubaran;

d. melakukan kerja sama dengan instansi terikait dalam rangka pembinaan
pendaftaran dan pembubaran;

e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendaffaran dan
Pembubaran;

f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bag
grganisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan  Seksi
Pendaftaran dan Pembubaran;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan Seksi Pendaftaran dan
Pembubaran;

. memben petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

i menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

k. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

{. melakukan kerjasama dengan Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Seksi
Verifikasi dan Akuntabilitas;

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

SEKS] PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

L

Pasal 10

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyal fungsi mgnganaiisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

{2} Untuk melaksanakan fungst sebagaimana dimaksud padg ayai {1), Seksi
Pembinaan dan Pengawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.  menyusun rencana dan program kefja; ' ' ‘
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan

dan Pengawasan,
. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan, ‘
d  melakukan kera sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan

pengawasan,
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e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan
Pengawasan,

f  menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagat bahan koordinast bagi
organisast pemerintah dan swasta yang mempunyat program kerja lerkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Pembinaan dan Pengawasan;,

i menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan;

. membert petunjuk dan bunbingan feknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas,

i membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

. menilat prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

. melakukan kerjasama dengan Seksi Pendafataran dan Pembubaran dan Seksi
Verifikasi dan Akuntabilitas;

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasit yang telah dicapai sebagai
peftanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8
SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTABILITAS
Pasal 11

{1) Seksi Verifikasi dan Akuntabilitas mempunyai fungsi memverifikasi dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
pengembangan Seksi Verifikasi dan akuntabilitas.

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Seksi Verifikasi
dan akuntabilitas mempunyai rincian tugas sebagai berkut .
a menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi data pelaksanaan kegiatan Seksi

Verifikast dan Akuntabiiitas;

o melaksanakan kegiatan pembinaan verifikasi dan akuntabilitas,
4. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka verifikasi dan

akuntabilitas;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Verifikasi dan

Akuntabilitas;

f menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagt
organisasi pemernintah dan swasia yang mempunyai pragram kerja terkatl;

g menyusun pedoman dan petunjuk feknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Verifikast dan Akuntabilitas;

. menyusun rencana dan langkah-langkah verifikasi dan akuntabilitas;

,  memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

i membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

L mendai prestass kera bawahan sebagai bahan pembinaan karier diantaranya
membern pentaian DP3; _

i melakukan kerjasama dengan Seksi Pendaftaran dan Pembubarn serta Seksi
Pembinaan dan Pengawasan, ' _ ‘

m. menyusun laporan Seks berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagat
pertanggungjawaban pelaksanaan iugas,

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

®
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Paragraf 10
BIDANG BINA USAHA KOPERASI
Pasal 12

{1} Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi menyusun rencana dan program
kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional,
memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Bina Usaha Koperasi serta
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menegah berdasarkan ketentuan yang berfaku.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Bidang Bina

Usaha Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menvusun rencana dan program keria;

b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang Bina
Usaha Koperasi:

c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi;

d. mengevaluast hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha
Koperasi sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Usaha Koperasi
dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

f. melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi di Bidang Bina
Usaha Koperasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan !
perundang-undangan dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah;

g. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

h. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Usaha
Koperasi sebagat bahan penyusunan rencana dan program kera

. mengoreksi dan membert paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikelola
di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi untuk diajukan kepada atasan,

i melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
dMikro. Kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

kK melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{3} Bidang Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, membawahkan
a. Seksi Fasilitast dan Permodalan Simpan Pinjam
b. Seksi Koperasi Produkst dan Konsumen.
c. Seksi Jaringan Usaha Dan Promosi -

Paragraf 11
SEKSI FASILITASI DAN PERMODALAN SIMPAN PINJAM
Pasal 13

{1y Seksi Fasilitasi dan Permodalan Simpan Pinjam mempunyai fung§% menganalisis
dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kegiatan Seksi Fasilfitasi dan Permodalan Simpan Pinjam.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1?, Se}-csi Fasilitast
dan Permodalan Simpan Pinjam mempunyai rincian tugas sebagai berikut .

a. menyusun rencana dan program kerja; ’ _
b. mengumputkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan

fasilitasi dan permodalan simpan pinjam.
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¢. melaksanakan kegiatan pembinaan fasilitasi dan permodalan simpan pinjam:

d. melakukan kerja sama dengan instansi {erkait dalam rangka pembinaan Seksi
Fasilitasi dan Permodalan Simpan Pinjam;

e menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi dan
Permodalan Ssimpan Pinjam,;

f  menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisast pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkai;

g. menyusun pedoman dan pelunjuk leknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Fasilitasi dan Permodalan Ssimpan Pinjam;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan Seksi Fasilitasi dan
Permodalan Simpan Pinjam;

.  member petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan unituk kelancaran
pelaksanaan tugas; k

1. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;,

k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

I melakukan kerjasama dengan Seksi Koperas: Produksi dan Konsumen dan
Sekst Jaringan Usaha dan Promosi;

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 12
SEKS} KOPERASI PRODUKSI DAN KONSUMEN
Pasal 14

(1) Seksi Koperasi Produkst dan Konsumen mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kegiatan Seksi Koperasi Produksi dan Konsumen.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi Koperasi

Produksi dan Konsumen mempunyai rincian {ugas sebagat berikut

a. menyusun rencana dan program kera;

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan Seksi
Koperasi Produksi dan Konsumen;

c. melaksanakan kegiatan pembinaan koperasi produksi dan konsumen;

d melakukan kera sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan
koperasi produksi dan konsumen:

e. menyusun rencana kerfa dan pelaksanaan kegiatan Seksi Koperasi Produksi
dhn Konsumen; -

f  menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisast pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Koperasi Produksi dan Konsumen;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah pengembangan koperasi produksi dan
konsumen:

i memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan fugas;

;. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

L« membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,

| melakukan kerjasama dengan Seksi Fasilitasi dan Permodalan Simpan Pinjam
Serta Seksi Jaringan Usaha dan Promaosi; . _ .

m  menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagat
pertanggungjawaban pelaksanaan fugas,

n. melaksanakan tugas tain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 13
SEKS! JARINGAN USAHA DAN PROMOSI
Pasal 15

{1} Seksi Janngan Usaha dan Promosi mempunyai fungsi mengembangkan
jaringan dan melakukan promosi.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi

Janngan Usaha dan Promosi mempunyai rincian tugas sebagai berikut |

a.  menyusun rencana dan program kerja;

b mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan
Seksi Jaringan Usaha dan Promosi;

¢ melaksanakan kegiatan pembinaan jaringan usaha dan promosi;

d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Seksi Jaringan Usaha dan Promosi:

e menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaringan dan
promosi;

f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagat bahan koordinasi
bag: organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kera
terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Jaringan Usaha dan Promosi;

h.  menyusun rencana dan langkah-langkah pengembangan jaringan usaha

, dan promosi

t member petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

i. mentai prestast keria bawahan sebagal bahan pembinaan dan
pengembangan karier dianfaranya memberi penilaian DP3;

k. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang
tugasnya; :

3 melakukan kerjasama dengan Seks: Fasilitasi dan Permodalan Simpan
Pinjam serta Seksi Koperasi Produksi dan Konsumen;

M. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 14
BIDANG BINA USAHA MIKRO, KECIL DAN fg}gNENGAH
Pasal 16

{1} Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi menyusun rencana dan
program kerja. mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis
operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Usaha Kecil dan
Menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{21 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha |
" Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut |
a. menyusun rencana dan program kerfja; ‘ ‘
b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah; o
¢ memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
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i

K.

mengevatuast hasil kerja Kepala Sekss di lingkungan Bidang Bina Usaha Mikro,
Kectt dan Menengah sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya membern penilaian DP3;

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah dengan unit-unit Kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi di Bidang Bina
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah:

membuat telaahan staf uniuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bahan penyusunan rencana dan program
kera;

mengoreksi dan memben paraf koordinasi atas tata naskah dinas yang dikeloia
di Iingkungan Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk digjukan
kepada atasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{3} Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayatl
1y, membawahkan -

a.
53

C.

Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian,
Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha.
Seksi Usaha Mikro dan industri Rumah Tangga.
Paragraf 15
SEKSi{ USAHA PERTANIAN DAN NON PERTANIAN

Pasal 17

{1) Seksi Usaha Pertanian dan Non Peranian mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kegiatan Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian.

(2% Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha
Pertanian dan Non Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a.
b.

Qo

menyusun rencana dan program kerja,

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan

Seksi Pembinaan Usaha Pertanian dan Non Pertaniap,

melaksanakan kegiatan pembinaan usaha pentanian dan non pertanian;

melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan usaha

pertanian dan non pertanian;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Pertanian dan

Non Pertanian, . _

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordings: bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kera tgrka:t; ’

menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi

Usaha Pentaman dan Non Pertanian; \

menyusun rencana dan langkah-langkah pengembangan usaha pertanian dan

non pertanian,

memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas:

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3; %
14
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it

melakukan kerjasama dengan Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha
dan Seksi Usaha Mikro dan industri Rumah Tangga;

menyusun laporan Sekst berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan fugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pargaraf 16
SEKS| USAHA PERDAGANGAN DAN ANEKA USAHA

Pasal 18

{1} Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan Kegiatan Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha.

{2y Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha
Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a.
b.

menyusun rencana dan program keria;

mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan
usaha perdagangan dan aneka usaha;

melaksanakan kegiatan pembinaan usaha perdagangan dan aneka usaha;
melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan usaha
perdagangan dan aneka usaha;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Perdagangan
dan Aneka Usaha;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha;

menyusun fencana dan langkah-langkah pengembangan usaha perdagangan
dan aneka usaha;

memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas,

membuat telaahan siaf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

melakukan kerjasama dengan Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian serta
Seksi Usaha Mikro dan Industri Rumah Tangga,

menyusun laporan Seks berdasarkan hasil yang telsh dicapai sebagat
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan. .

Pargaraf 17
SEKS! USAHA MIKRO DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 19

{11 Seksi Usaha Mikro dan Industri Rumah Tangga mempunyat fung_si menganalisis
dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegia_tan‘ penyiapan pedoman
penyeldnggaraan kegiatan Seksi Usaha Mikro dan industri Rumah Tangga .

{2} tintuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {?‘}, Sgksi Usaha
Mikro dan Insudtni Rumah Tangga mempunyai rincian {ugas sebagat berikut -

a.

menyusun rencana dan program keria;
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mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha

mikro dan industri rumah tangga

melaksanakan kegiatan pembinaan usaha mikro dan insudtri rumah tangga;

melakukan kefrja sama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan Seksi Usaha Mikro dan Industri Rumah Tangga;

€. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha mikro dan insudtr
rumah tangga ;

f menyi'apkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisas, pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

G menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Usaha Mikro dan Industri Rumah Tangga;

P menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan Seksi Usaha Mikro dan
industii Rumah Tangga;

4. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,

S. meni!ai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3:

t melakukan kerjasama dengan Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian serta
Seksi Usaha Perdagangan dan Aneka Usaha

u. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagat
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

v melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e o

Paragraf 18
BIDANG FASILITAS! DAN SIMPAN PINJAM

Pasal 20

{1} Bidang Fasitasy dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi menyusun rencana dan
program  kera, mengkoordinasikan  kegiatan, melakukan pembinaan teknis
operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di bidang fasilitasi dan simpan
pinjam serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{21 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitasi

dan Sympan Pinjam mempunyai rincian tugas sebagal berikut .

a menyusun rencana dan program keria,

b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang
Fasilitasi dan Simpan Pinjam;

c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas_kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Fasilitasi dan Simpan Pinjam.

d. mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Fasilitasi dan
Simpan Pinjam sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

e membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

f  mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Easi!itasi dan Simpan
Pinjam dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
tenengah. . -

g. melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Sekss di Bidang

* Fasilitas: dan Simpan Pinjam berdasarkan kebyjakan yang di{eta_pkan dalam
peraturan perundang-undangan dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah; o

f  memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang F;sz%n‘.asz dan
Simpan Pinjam sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
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. mengoreks: dan memberi paraf koordinasi atas tata naskal

dr hngkungan Bidang Fasilitasi dan Sim
atasan;

i me%gporkan hasil petaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

: 1 dinas yang dikelola
pan Pmjam untuk diajukan kepada

{3} Bidang Fasilitasi dan Simpan Pi
membawahkan
3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro, Kecif dan Menengah:;
b Seksi Perjinan dan Pengendalian: (
¢ Seks: Pengkapian dan Penilaian Ketayakan Usaha.

njam sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

Paragraf 19

SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN DAN KREDIT USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

Pasal 21

{1} Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan

kegiatan, penyiapan pedoman penyelenggaraan kegiatan Seksi Fasilitasi
Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi
Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian
tugas sebagai berikut
3. menyusun rencana dan program kerja;

L. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan
fasilitasi pembiayaan dan kredit usaha mikro, kecil dan menengah;

< melaksanakan kegiatan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan kredit usaha mikro,
kecil dan menengah;

d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan fasilitasi
pembiayaan dan kredit usaha mikro, kecil dan menengah;

£ menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan dan
kredit usaha mikro, kecit dan menengah;

{  menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
orgamsast pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; '

g. menyusun pedoman dan pefunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Fasilitast Pembiayaan dan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan fasijitasi pembiayaan dan
kredit usaha mikro. kecil dan menengah;

i membert petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas, o

;. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilatan DP3; ' .

| melakukan kerijasama dengan Seksi Perijinan dan Pengendalian dan Seksi
Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha, ' ‘ ‘

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapal sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 20
SEKS! PERIJINAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 22

{11 Sekst Penpnan dan Pengendalian mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman
penyelenggaraan kegiatan Seksi Perijinan dan Pengendalian.

U
{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi Periiinan
dan Pengendalian mempunyat rincian tugas sebagai berkut :
a. menyusun rencana dan program kerna,

b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan
perijinan dan pengendalian;

c. melaksanakan kegiatan pembinaan perijinan dan pengendalian;

d melakukan kerja sama dengan instanst terkait dalam rangka pembinaan
perijinan dan pengendalian;

e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perijinan dan pengendalian;

f  menylapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisast pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi
Penjinan dan Pengendahan;

h. menyusun rencana dan langkah-langkah pengembangan perijinan dan
pengendatlian,

i memben petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan fugas,

. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

{  melakukan kerjasama dengan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kredit Usaha
Kecil dan Menengah dan Seksi Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha;

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas! |

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 21
SEK S} PENGKAJIAN DAN PENILAIAN KELAYAKAN USAHA

Pasal 23 o
{1} Seksi Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha mempunyai fung_si menganalisis
dan melaksanakan pembinaan feknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman

penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengkajian dan Penilaian Kelayakan Usaha .

(2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud gac}a . ayat (1), Seks%
Pengkajian dan Penidaian Kelayakan Usaha  mempunyai fincian tugas sebagal
berkuf | ‘

a menyusun rencana dan program kerja, ‘ ‘

b mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan
pengkajian dan penilaian kelayakan usaha ; o '

-~ melaksanakan kegiatan pembinaan pengkaijian dan penilaian kelayakan tfsaha .

d melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengkajian dan

penitaian kelayakan usaha, » ) .
e menyusun rencana kera dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penilaian

kelayakan usaha,
185



f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisas: pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penvelenggaraan kegiatan Seksi
Pengkajan dan Penilaian Kelayakan Usaha,

n. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan pengembangan pengkajian
dan penilaian kelayakan usaha ;

. membern petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan uniuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

;. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

k. menilar prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karnier diantaranya memberi penilatan DP3;

I melakukan kerjasama dengan Seksi Fasiilas: Pembiayaan dan Kredit Usaha
hMikro, Kecil dan Menengah serta Seksi Perijinan dan Pengendalian;

m. menyusun laporan Sekst berdasarkan hasil yang telah dicapat sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

(1]

g

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu pimpinan dan
melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinst Papua Barat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7} Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang lenaga
fungsional senior.

{3) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayal {2) ditentukan
berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB i
TATAKERJA

Pasal 25

-
“

{1} Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi ngua Ba_rat waiib
memiliki rencana strategis dan rencana operasional yang terintegrast secara
sinergis dengan rencana unit kerja fainnya.

{2} Rencana sebagaumana dimaksud pada ayat (1) ha‘rus Aberpedoman padg Rencana
'Strateg,is Daerah dan bersifat transparan, partisipatif serta mempertimbangkan

keterbatasan sumber daya

{3} Setiap unit kera di lingkungan Dinas Koperasi dan Usgha Mikro, Kecil dan
Menengah Provinsi Papua Barat wajib membuat rencana kerja yang mengacu pada

rencana kerja Dinas.
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Pasal 26

{1} Setiap pimpinan unit kerna pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecll dan
Menengah Provinsi Papua Barat berkewajiban mendistribusikan pekerjaannya
kepada bawahan secara proporsional.

{2} Setiap bawahan wajib melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dengan penuh
tanggungjawab.

Pasail 27

{1} Secara periodik. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Provinst Papua Barat dan atau pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Provinsi

Papua Barat dapat mengadakan rapat dalam rangka mengkomunikasikan program
dinas kepada bawahannya.

{2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menegah Provinsi Papua Barat bertanggungjawab memimpin, membimbing,
mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.

{31 Dalam rangka menjamin kelancaran tugas, setiap bawahan dapat memberikan
saran pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 28

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat
dan atau pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dapat mengadakan hubungan kerja
secara fungsionat dengan satuan kerja, unit kerja dan instansi terkait.

{ Pasal 28

Secara hierarkis. setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat wajib menyampaikan laporan tepat
pada waktunya sesuai dengan bidang tugas kepada atasan.

Pasal 30

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat
pertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretans Daerah.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Gubernur it mulat berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
int dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manckwari
pada tanggal 16 Maret 2008

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

]
Dwindangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT,
CAPTTOD

GEORGE CELCIUS AUPARAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 92

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NAL A. RAZAK, SH
PEMBINA TK. |
NIP. 640 011 159

-

Sahnan Peraturan ini disampaikan kepada Yih. !

-t

stenten Datam Negern di Jakania,

Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakaria;

Ketua DPRD Provinst Papua Barall

4 Para Kepala Perangkat Daerah di tingkungan Pemerintah Provins: Papua Barat,

[BEN
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